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ABSTRAK 

 

 

 

 Tugas akhir ini dibuat Mengetahui Tingkat efektivitas penagihan pajak 

dengan Surat teguran dan surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Barat dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak. Serta Untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 

terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Barat. Objek 

Penelitian adalah Surat Teguran dan Surat Paksa yang terdaftar di KPP Pratama 

Medan Barat dengan subjek pajak yakni Laporan Penerimaan Penagihan Pajak 

dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa : (1) 

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 Dan 2020 mencapai 91 % sedangkan 

Target Penerimaan sebesar 87%. (2) Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama 

Medan Barat  Tahun 2019 dan 2020 yakni Tingkat Efektivitas tahun 2019 sebesar 

16,95% dan di tahun 2020 sebesar 14,52%. (3) Pencairan Tunggakan Pajak Surat 

Paksa terhadap Penerimaan  Pajak pada 2019 mencapai 0,4% sedangkan pada 

tahun 2020 sebesar 0,7%.  Jadi dalam penerapan Peraturan penagihan pajak 

selama tahun 2019-2020 sudah sesuai dengan peraturan UU No. 19 tahun 2000 

tentang penerimaan pajak mengalami penurunan sedangkan surat teguran dan 

surat paksa mengalami peningkatan pada tahun 2020. 

 

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa serta Penerimaan 

Pajak.   
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ABSTRACT 

 

 

 

This final project is made to determine the level of effectiveness of tax collection 

with a forced letter at the Pratama Medan Barat Tax Service Office in order to 

increase tax revenue. As well as to find out how much the contribution of tax taxes 

with a warning letter and a forced letter to taxes at KPP Pratama Medan Barat. 

The object of the research is a letter of reprimand and a letter of coercion 

recorded at the KPP Pratama Medan Barat with a tax subject, namely the report 

on receipt of tax collection with a letter of reprimand and a letter of coercion. The 

analysis used in this research is comparative descriptive. The results of the study 

stated that: (1) Realization of Tax Revenue for 2019 and 2020 reached 91% while 

the Revenue Target was 87%. (2) Payment of Forced Letters at KPP Pratama 

Medan Barat in 2019 and 2020, namely the Effectiveness Level in 2019 of 16.95% 

and in 2020 of 14.52%. (3) Disbursement of Tax Arrears of Forced Letters on Tax 

Revenue in 2019 reached 0.4% while in 2020 it was 0.7%. So in the application of 

the tax collection regulations for the years 2019-2020 it is in accordance with the 

regulations of Law no. 19 of 2000 regarding tax revenues decreased while letters 

of reprimand and forced letters increased in 2020. 

 

Keywords: Tax Collection, Letter of Reprimand and Forced Letter and Tax 

Receipt. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, aman, 

damai, dan tertib bagi negara dan bangsa, serta menjamin persamaan status hukum 

warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. 

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang digunakan untuk 

membangun masyarakat Indonesia. Pemerintah memungut pajak kepada warga 

negara Indonesia, yang pajaknya merupakan salah satu kewajiban yang dapat 

dipaksakan untuk dipungut tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk 

keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan ketentuan wajib 

UU No. 1. No. 28 Tahun 2007. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan 

penerimaan terpenting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Penerbitan surat teguran merupakan awal tindakan dari pelaksanaan 

penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan 

penerbitan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 

dan biaya penagihan pajak. Dengan adanya penagihan pajak tersebut, diharapkan 

kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, dan penerimaan tunggakan pajak juga 

semakin meningkat, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak akan 

meningkat. 

Dalam prakteknya kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran dan 

surat paksa belum berjalan belum berjalan optimal. Karena masih sering dijumpai 
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adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk 

membayar yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana 

mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak waktu kewaktu 

menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan tunggakan ini masih 

belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan 

pajaknya. 

Pada tahun 2020, penerimaan pajak hanya mencapai Rp. 1,019,56 triliun 

atau 85,65%. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pajak tahun 

2020 diperkirakan 15% lebih rendah dari target APBN. Angkat tersebut lebih 

rendah dari realisasi penerimaan pajak tahun 2019. Situasi penerimaan tahun 2019 

hanya mencapai 80,29%, dan target penerimaan tahun 2020 cukup rendah. Ini 

tidak lebih dari  akibat dampak pandemi virus corona baru di seluruh negeri. Hal 

ini menjadi salah satu faktor dilaksanakan sensus nasional 2020, namun 

terkendala dengan adanya pandemi Covid19 makanya dilaksanakan pada tahun ini 

terutama 1 April hingga 31 Mei 2021 bersamaan dengan target keluarga 

berencana di tingkat nasional. Diharapkan hasil Survei pajak Nasionali tidak 

hanya meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi juga meningkatkan jumlah pajak 

yang dipungut.  

 Dalam data pajak KPP Pratama Medan Barat 2019-2020, penerimaaan 

pajak 2019 sebesar Rp. 519.574.456.670, penerimaan pajak tahun 2020 turun 

lebih besar dari penerimaan pajak tahun 2019.  Diantaranya, pajak tahun 2020 

hanya mencapai Rp. 399.335.302.057. Dilihat dari data tersebut, tingkat 

kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tampaknya masih 

sangat rendah. 
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Dari 2019 hingga 2020, data perpajakan yang dikumpulkan melalui surat 

teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 

menunjukkan per bulannya meningkat, seperti terlihat pada tabel berikut: 

Table 1.1 

Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2019  

 

Bulan 

Surat Teguran Surat Paksa 

Penerbitan Pencairan Penerbitan Pencairan 

Lbr Rupiah Lbr Rupiah Lbr Rupiah Lbr Rupiah 

Januari 280 742.4591 18 24.621 0 0 0 0 

Februari 250 924.3776 32 39.221 0 0 0 0 

Maret 310 70.028 18 16.3210 22 76.9561 15 19.781 

April 350 564.528 39 15.831 26 625.687 21 179.255 

Mei 305 401.946 98 22.542 29 736.875 19 114.575 

Juni 321 436.296 49 23.220 0 0 l0 0 

Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agustus 310 74.324 45 42.342 25 737.989 17 53.270 

September 330 457.227 56 61.331 30 l915.839 19 32..281 

Oktober 0 0 0 0 36 1.226.728 25 251.l432 

November 490 2.931.576 1001 81.520 0 0 0 0 

Desember 0 0 0 0 38 1.727.992 32 374.390 

Sumber : Seksi penagihan KPP Pratama Medan Barat 

 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa penerbitan surat teguran dan 

surat paksa tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pencairan surat 

teguran dan surat paksa tahun 2019 tidak mencapai target penerbitan surat teguran 

dan surat paksa mengalami penurunan. 
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 Adapun data surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Barat 

tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

 

Table 1.2 

Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2020 

 

 

Bulan 

Surat Teguran Surat Paksa 

Penerbitan Pencairan Penerbitan Pencairan 

 

Lbr 

 

Rupiah 

 

Lbr 

 

Rupiah 

 

Lbr 

 

Rupiah 

 

Lbr 

 

Rupiah 

Januari 146 406.271.1210 136 
19.351 

 
21 246.842.331 20 50.531.321 

Februari 227 515.272.210 125 10.452 23 427.821.921 22 276.721.424 

Maret 6 214.112.0300 5 7.821 25 321.458.823 24 281.521.721 

April 232 727.381.3211 0221 022.919 24 476.251.425 23 122.875.643 

Mei 1.235 1.010.262.221 640 50.263 28 626.726.415 25 141.322.312 

Juni 327 727.370.1122 311 032.682 21 721.821.201 20 265.728.202 

Juli 32 211.213.010 25 012.281 26 842.753.030 25 125.321.122 

Agustus 55 429.519.010 45 19.521 28 921.000.346 27 147.865.332 

September 1.272 927.221.212 560 45.325 31 2.917.215.6619 30 128.755.823 

Oktober 8320 5431.201.010 7290 34.221 35 2.926.452.4219 934 8184.343.242 

November 325 882.121.312 300 39.352 24 1.625.215.401 924 8196.212.140 

Desember 359 861.720.021 330 32.811 32 1.998.767.000 731 9130.452.232 

Sumber : Seksi penagihan KPP Pratama Medan Barat 

 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerbitan surat teguran dan 

surat paksa tahun 2020 selalu mengalami peningkatan baik dari segi lembar 

maupun nominalnya, sedangkan pencairan surat teguran dan surat paksa semakin   
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mengalami penurunan setiap tahunnya, baik lembar maupun nominalnya. 

Sehingga pencairan surat teguran dan surat paksa tidak mencapai target.  

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi 

pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan 

surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual 

barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. 

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan 

pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip 

keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang  didapatkan 

karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak 

yang telah diuraikan diatas, dalam satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan 

lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. maka penulis 

tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “Efektivitas 

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap 

Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memberikan identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1).  Masih tingginya tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak, 
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meskipun telah dilakukan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran 

dan Surat Paksa. 

2).  Persentase pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa mengalami penurunan 

dari tahun 2019-2020. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat 

paksa yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Barat? 

2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya surat teguran dan 

surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan 

Barat?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini diantaranya: 

1).  Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di  Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam rangka peningkatan penerimaan 

Pajak. 

2).  Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat 

Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama 

Medan Barat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penulisan yaitu: 

Teoritis: 

1).  Sebagai pertimbangan di kantor kantor pajak dalam hal penagihan pajak 

dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, hal ini efektifitas dari penagihan 

pajak dengan surat teguran dan surat paksa. 

2).  Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan surat Teguran dan 

Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 

 

Praktis: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Persyaratan Ujian Sidang Tugas 

Akhir  untuk memperoleh Gelar Madya Pada Fakultasi Sosial Sains. 

2. Penelitian ini dapat menjadi saran yang bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kenaikan pajak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak dan pendapat para ahli di bidangnya memberikan 

beberapa pengertian perpajakan yang sangat beragam, tetapi pada dasarnya 

pengertian-pengertian tersebut mempunyai tujuan yang sama. 

Untuk mengetahui lebih detail dan memahami pengertian pajak, berikut 

dikemukakan definisi pajak : 

 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) bahwa :  

 “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 Menurut Rochamat Soemitrom, Mengutip dalam buku karya Dr. Mardiasmo 

(2011:1) yaitu: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum”. 

Menurut Prof. Dr. P.J.A Anriani, dalam R . Santoso Brotodihardjo, S.H., 

dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (KUP) : 
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“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipungut) oleh mereka yang wajib 

membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, bukan dari kinerja. 

Pendapatan yang diperoleh darinya dapat langsung disebutkan dan digunakan 

untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas pemerintah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara." 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1) Iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara.  

Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2) Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.  

3) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4) Digunakan untuk pembiayaan rumah milik negara, yaitu pengeluaran yang  

bermanfaat bagi masyarakat. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini 2012, hal 2) 

1) Fungsi penerimaan (Budgeter)  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerer)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
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kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. 

 

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak 

Menurut Putra (2017: 19) Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini 

tergantung sisi mana kita melihatnya.pembagian pajak dapat dilihat dari siapa 

yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya. menurut sifat, 

sasarannya dan lembaga pemungutnya. 

a.   Jenis-jenis pajak berdasarkan siapa yang menanggung 

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan menjadi pajak 

langsung dan tidak langsung. 

1. Pajak langsung adalah pajak yang dilaksanakan secara berkala terhadap 

seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung 

dipikul sendiri oleh wajib pajak. 

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau 

peristiwa. 

b.   Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut 

 Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan berdasarkan 

atas pajak negara (Pemerintah Pusat) dan pajak daerah  (Pemerintah Daerah) 

1. Pajak Negara: Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya  

dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara  

adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari 

pajak  penjualan atas barang mewah. 

2. Pajak Daerah: Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah untuk 
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membiayai rumah tangganya.  

c.   Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya 

 Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan objektif. 

3. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib 

Pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. 

4. Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa 

memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai.  

 

2.1.4 Tarif Pajak 

Menurut Priantara (2012; 14), menyatakan terdapat empat tarif pajak, 

yakni: 

a. Tarif Tetap 

Yang dimaksud dengan tarif bukan berarti tarif pajak tidak pernah mengalami 

perubahan, melainkan besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan 

menerapkan tariff pajak yang kosntan berapapun dasar pengenaan pajaknya. 

Tariff tetap di Indonesia diterapkan pada bea materai. 

b. Tarif Proporsional  

Tarif Proporsional adalah suatu tariff tertentu berupa presentase yang kosntan 

yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya sehingga 

pajak terhutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan 

sebaliknya pajak terhutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. 

Kenaikan dan penurunan tersebut selalu sebanding. Tariff proporsional di 

Indonesia diterapkan pada PPN dan PPh pasal 26 atas WP Luar Negeri, PPh 

WP Badan. Beberapa tariff pajak penghasilan final juga mengikuti tariff 
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proporsional. 

c. Tarif Degresif 

Suatu tariff tertentu berupa presentase yang semakin menurun yang 

diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tariff 

degresif di Indonesia tidak diterapkan karena mengandung ketidakadilan. 

Wajib pajak berpenghasilan kecil memikul beban pajak yang signifikan.  

d. Tarif Progresif 

Adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang semakin meningkat yang 

diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. 

 

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak 

MenurutPriantara (2012:8) menyatakan terdapat tiga asas  pemugutan 

pajak yakni : 

a. Asas Domisili atau Tempat Tinggal 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan wajib pajak yang yang berdomisili atau bertempat tinggal di 

wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar 

negeri. 

b.   Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa 

memerhatikan dinama tempat tinggal wajib pajak apakah di wilayahnya atau 

diluar wilayahnya. 

 



13 

 

c. Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status 

kewarganegaraan atau kebangsaan seorang wajib pajak. 

 

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

menurut Mardiasmo (2011:2) Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:   

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, 

yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan 

harus jadi. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak 

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan 

hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) di 

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Pengumpulan tidak 

boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan 

sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai dengan budgeteir, 

biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil 

pemungutannya. 
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e. Sistem pemungutan pajak yang harus sederhana Sistem pemungutan 

sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang 

perpajakan yang baru. 

 

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan dan pengelolaan pajak 

dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Official Assesment System,  merupakan sistem pemungutan dan pengelolaan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus 

b. Wajib pajak bersikap pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus 

2. Self Assesement System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terhutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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3. With holding system, adalah suatu pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 

 Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus, dan wajib pajak. 

 

2.1.8 Pembangkitan dan penghapusan utang pajak 

Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) 

adalah sebagai berikut:  

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat 

penting karena berkaitan dengan:  

a. Pembayaran pajak  

b. Memasukkan surat keberatan 

c. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa 

d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak     

Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain 

e. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Ada dua   

ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang 

pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. 
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1. Ajaran Materi menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya 

Undang-Undang perpajakan. Ajaran ini kosisten dengan penerapan self 

assesment system.  

2. Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya 

surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan 

penerapan Official Assesment System. 

  

 Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Pembayaran 

b) Kompensasi 18 

c) Daluarsa 

d) Pemebasan/Penghapusan 

 

2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011, hal 8), adalah : 

a. Perlawanan pasif  

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana 

mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:  

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

b. Perlawanan aktif  

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 
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ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.Bentuknya 

antara lain : 

a. Tax Avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar Undang-Undang. 

b. Tax Evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar 

Undang-Undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat 

terhadap keenganan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

2.2 Efektivitas 

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara 

lain sebagai berikut: 

1).  Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, 

sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya 

Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin 

tinggi efektivitasnya. 

2).  Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana 

dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. 

3).  Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa 

jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar 

presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. 
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Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan 

tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, 

efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait 

dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan 

potensi pajak. 

 

2.3 Penagihan Pajak 

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak 

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen 

diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi srategis dalam 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan 

pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan 

penagihan pajak merupakan unjuk tombak dalam menyelamatkan penerimaan 

negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi 

yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya 

penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun 

apartur pajaknya. Menurut Anang Mury Kurniawan (2011.111) penagihan pajak 

adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual 
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barang yang sudah disita (pasal 1angka 9 UU No.19/2000 tentang penagihan 

pajak dengan surat paksa). 

 

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak  

Dalam buku KUP, dasar penagihan pajak yaitu: 

1) Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak yaitu : 

a. Surat Tagihan Pajak (SPT). 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 

c. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 

Banding, yang meyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah. 

2) Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah: 

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

b. Surat ketetapan pajak. 

c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.  

 

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak 

Urutan 
Tahapan Kegiatan 

penagihan 

Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan 
Dasar Hukum 

1 Penerbitan Surat 

Teguran atau Surat 

Peringatan atau surat 

lain yang sejenis 

setelah 

7( tujuh) hari sejak saat 

jatuh tempo utang 

pajak penanggung 

pajak tidak melunasi 

utang pajaknya 

Pasal 8 s.d 11 

Permenkeu 

Nomor 

24/PMK.03/2008 

2 Penerbitan Surat 

Paksa 

Sudah lewat 21(dua 

puluh satu) hari sejak 

diterbitkanya Surat 

teguran/surat 

peringatan dan 

penanggung pajak tidak 

melunasi utang pajak 

Pasal 7 UU 

Nomor 19/2000 

dan pasal 15 s.d 

23 peraturan 

menteri keuangan 

nomor 24 

/PMK.03/2008 

3 Penerbitan surat Setelah lewat 2x24 jam Pasal 12 UU 
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perintah 

melaksanakan 

penyitaan 

Surat Paksa 

diberitahukan kepada 

penanggung pajak dan 

utang pajak belum 

dilunasi 

Nomor 19/2000 

4 Pengumuman lelang setelah lewat waktu 14 

hari sejak tanggal 

pelaksanaan penyitaan 

dan penanggung pajak 

tidak melunasi utang 

pajak 

Pasal 26 

peraturan menteri 

keuangan nomor 

24/PMK.03.2008 

5 Penjualan / 
pelelangan barang 
sitaan 

Setelah lewat waktu 14 

(empat belas ) hari 

sejak pengumuman 

lelang dan penanggung 

pajak tidak melunasi 

utang pajaknya 

Pasal 26 UU 

Nomor 19/2000 

dan pasal 28 

peraturan menteri 

keuangan nomor 

24/PMK.03.2008 

 

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 

2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran 

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan BiIlyas (KUP) Penerbitan Surat 

Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan 

penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak 

berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya. 

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau 

Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggug pajak tidak melunasi utang 

pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Pasal 1 jangka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat 

untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang 

pajaknya. 
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2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo 

Dalam buku KUP oleh Rudy suhartono dan Wirawani. kIlyas (2010;140) 

Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting 

karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai 

timbulnya wewenang melakukaan penagihan pajak. 

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan 

keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,harus dilunasi 

dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan . 

2. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu 

pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi 

paling lama 2 (dua) bulan. 

3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak. 

4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea 

atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan 

jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 

1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak. 

5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka 

waktu pelunasan pajak yang tidak disetunjui dalam pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 
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6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan 

sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh 

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

 

2.4.3 Penerbitan Surat Teguran  

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan 

menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang 

menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran 26 

pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung 

pajak tidak menepati keputusan tersebut. 

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang 

pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan 

syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas 

SKPKB/kSKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut: 

1. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak 

yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan 

permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat 

Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan 

keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan 

sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut 

Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan . 

2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak 

yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya 
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permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/jSKPKBT, surat 

teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan 

banding Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan 

sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan l SKPKB/lSKPKBT 

karena 27 dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak 

mengajukan permohonan banding. 

3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak 

yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan 

Wajib Pajak mengajukan: 

a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran 

disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan 

Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) 

bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut). 

b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan 

SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari 

sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan 

banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut). 

4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar 

dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan 

setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal 

penerbitan SKPKB/SKPKBT). 

5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas 

SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak 

tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut. 
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Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan 

Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana 

tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada 

Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo. 

 

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

2.5.1 Pengertian Surat Paksa 

           Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU 

Penagihan Pajak menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar 

utang pajak dan biaya penagihan pajak. 

          Dalam pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa 

sekurang-kurangnya harus memuat : 

1. Nama Wajib Pajak dan penanggung pajak. 

2. Dasar penagihan. 

3. Besarnya utang pajak. 

4. Perintah untuk membayar. 

 

2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa 

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan 

pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau 

sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat 

Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
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2.5.3 Penerbitan Surat Paksa 

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila : 

1).  Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh 

tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat 

Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

2).  Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika     

dan sekaligus. 

3).  Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum  dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

 

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa 

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU 

PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh jurusita dengan pernyataan 

Dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam 

berita acara.  

 

2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi 

1. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang 

memungkinkan. 

2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat 

usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak 

dapat dijumpai. 

3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta 

peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan 
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belum dibagi. 

4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan 

harta warisan telah dibagi. 

 

2.6 Daluwarsa Penagihan 

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk 

melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang 

ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi 

daluwarsa. 

 

2.6.1 Jangka Waktu Hak Penagihan 

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagihan 

pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa 

setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan: 

1) Surat Tagihan Pajak 

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

4) Surat Keputusan Pembetulan 

5) Surat Keputusan Keberatan 

6) Putusan Banding 

7) Putusan Peninjauan Kembali 

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan 

Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa 
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penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 

Peninjauan Kembali. 

 

2.6.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak 

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh 

apabila: 

1).  Diterbitkan Surat Paksa. 

2).  Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak 

langsung. 

3).  Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan. 

4). Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daluwarsa 

penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung. 5 (lima.) tahun sejak 

tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas. 

 

2.7 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat 

digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah Kerangka konseptual 

ini biasanya menggunakan pendekat ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara 

variable dalam proses analisisnya. 

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar I. Kerangka Konseptual 

2.8 Hipotesis Penelitian  

1. Pelaksanaan Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP 

Pratama Medan Barat masih belum efektif. 

2. Penerimaan pajak masih sangat rendah, karena masih banyak wajib pajak 

yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. 

 

Surat Paksa (X2) 

Surat Teguran (X1) 

Penerimaan Pajak (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 

Jl. Asrama No.7-A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan 

Sumatera Utara 20123. 

Waktu penelitian dilaksanakan dimulai 26 Februari 2021 sampai dengan  

25 April 2020, yang meliputi dalam bentuk tabel penyusunan tugas akhir dan 

proses bimbingan berlangsung. 

 

Tabel 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

No 
Kegiatan 

Bulan/Tahun 

Mei 

2021 

Juni 

2021 

Juli 

2021 

Agustus 

2021 

September 

2021 

Januari 

2022 

1 Pengajuan Judul Tugas 

akhir 

      

2 Penyusunan Proposal       

3 Bimbingan proposal       

4 Seminar Proposal       

5 Pengelolaan Data       

6 Penyusunan Tugas Akhir       

7 Bimbingan Tugas Akhir       

8 Sidang Meja Hijau       

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis 

menggunakan metode yaitu : 
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1. Wawancara 

Menurut Sugiyono metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan secara tekstur maupun tidak tekstur dan biasa dilakukan cara 

tatap muka atau langsung maupun menggunakan jaringan telepon. Wawancara ini 

dilakukan dengan jaringan telepon atau online, melalui; Email dan Via Whatsapp. 

Penulis menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi lebih banyak 

dengan staff Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, 

buku, website, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya. 

3. Penelitian atau Riset 

Menurut Hopkins Riset adalah mengirimkan sebuah isu atau pertanyaan 

serta menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan masalah. 

Penulis menggunakan metode riset untuk mengumpulkan informasi atau  data 

yang didapat dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan secara online 

dengan metode E-riset. Mengajukan permohonan penelitian dan melengkapi 

syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana 

informasi datanya diterima secara online dengan staff karyawan yang ada di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

a.  Jenis data 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan 
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dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data 

rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan 

jarak yang sama. berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang 

dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, 

serta data-data lain yang terkait dengan penelitian. 

b.  Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang 

bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian 

berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

 

3.4 Metode Analisis  

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 

deskriptif komparatif. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data 

yang digunakan peneliti adalah : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan 

data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara 

sistematika dan tidak menyimpulakan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang 
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digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi. 

a)  Rasio efektivitas penerbitan surat paksa 

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus 

diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat 

keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat/rasio keefektifan penertiban 

Surat Paksa : 

Efektivitas  =  Jumlah Penagihan yang dibayar  x100% 

Jumlah penagihan yang diterbitkan 

  

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% 

90-100% 

80-90% 

60-80% 

< 60% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

 (Sumber ; Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 

100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti 

tidak efektif. 

a) Rasio kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak Untuk mengukur seberapa besar 

kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan pajak yang 

dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan pajak. 

Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan 
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pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk 

Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah 

sebagai berikut: 

  RPTP =  Pencarian Tunggakan Pajak di Kpp  x 100% 

       Penerimaan Pajak di Kpp 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi 

penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk 

menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak 

digunakan kriteria sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Presentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 

(Sumber Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila presentase yang dicapai diatas 50 

persen berarti sanagat baik dan presentase yang dicapai kurang dari 10 persen 

berarti sangat kurang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan 

Barat 

 

 

1976          1994    2006       2008 

  Kantor Inspeksi         Kantor Pelayanan Pajak        KPP Medan Barat              KPP Pratama Medan 

  Pajak (Karipka)         Medan Barat Jalan Sukamulia    Jalan Asrama                IV Medan Barat  

          No. 17-A Medan     No. 7-A Medan                Jalan Asrama No.7 

Medan 

Pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama masih disebut 

Kantor Inspeksi Pajak (Karikpa). Pada saat itu di Kota Medan terdapat Jua Kantor 

Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak medan Selatan dan Kantor Inspeksi 

pajak Medan Utara. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK'01/1989 tanggal 

25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal pajak, 

maka Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diubah namanya menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Medan. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan 

Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994 yang memecah Kantor 

Pelayanan Pajak Medan menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak & yaitu: 

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di jalan Sukamulia 

No.17-A Medan; 

2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di Jalan Diponegoro No. 30 Medan; 
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3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di Jalan Asrama no. 7 Medan; 

4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Jalan Asrama no.7 Medan. 

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. A3/KMK/01/2001 

tanggal 23 Juli 2001,  Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua 

yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Medan 

Polonia. Mulai 1 Juni 2006, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berpindah 

alamat ke jalan Asrama no.7-A Medan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.122/PKM/C1/2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 

67/PMK.C1/2008,tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 

diubah menjadi Pratama dan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Barat dan Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 

 

4.1.2 Visi Dan Misi Kpp Pratama Medan Barat 

Visi :  Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai penafimpun pajak 

negara yang handal dan dipercaya oleh masyarakat. 

Misi : Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan 

mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang didukung Sumber Daya 

Manusia yang profesional, mempunyai integritas dan komitmen yan 

tinggi. 
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4.1.3 Motto Dan Janji Pelayanan Kpp Pratama Medan Barat 

Motto Pelayanan : MeBar (Melayani dengan Baik, Aktif, dan Resposif) 

Janji Pelayanan   : Kami Layani Anda dengan CATAT (Cepet Akurat Taat     

Aturan dan Tanpa Biaya). 

 

4.2 Wilayah Kerja 

 

Kecamatan Medan Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan 

Deli disebelah utara, Kecamatan Medan Petisah di sebelah selatan, Kecamatan 

Medan Helvetia disebelah barat dan Kecamatan Medan Timur di sebelah timur. 

Wilayah kerja KPP Pratama Medan barat berbagi menjadi enam kelurahan. 

Kelurahan Silalas merupakan wilayah kerja terluas KPP Pratama Medan Barat 

dengan luas wilayah 1,68 km2. Sementara itu, Kelurahan Karang Berombak 

merupakan wilayah kerja terkecil dengan luas 0,28 km2 dan Skala 1:333. 

 

4.3 Struktur Organisasi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan unit kerja vertikal dibawah 

Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, 

dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
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Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta 

melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan. 

Adapun struktur organisasi di KPP Pratama Medan Barat adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar II. Struktur Organisasi 

 

1.   Sub bagian Umum dan Kepatuhan lnternal 

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keJangan, tata usaha, 

rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan 

pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan 

terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil 

pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

 

2.   Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Mempunyai tugas, melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan penjaminan kualitas dan 

validasi atas data dan/atau alat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan 

pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perpajakan serta kegiatan 

Kepala 
Kantor 

Fungsional 
Pemeriksa 

Sub bagian Umum 
dan Kepatuhan 

Internal 

Seksi Penjaminan 
Kualitas Data 

Seksi 
Pelayanan 

Seksi 
Pemeriksaan,  Penilaian, 

dan Penagihan 

Seksi Pengawasan 
I 

Seksi Pengawasan 
II 

Seksi Pengawasan 
III 

Seksi Pengawasan 
V 

Seksi Pengawasan 
VI 

Seksi Pengawasan 
IV 
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penelitian, pengawasan, pengamatan, pemetaan, penilaian, pemeriksaan, dan 

penagihan, melakukan penerusan data dan/atau alat keterangan hasil penjaminan 

kualitas dan validasi, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan 

tindak lanjut atas data wajib Pajak yang diterima dari Kantor Pusat, melakukan 

penyusunan monografi fiskal, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan 

pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan 

pengelolaan risiko, serta melakukan pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama 

perpajakan. 

 

3.   Seksi Pelayanan 

Bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat 

lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Fajak, 

serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak den objek pajak dan/atau 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

 

4.   Seksi Penagihan 

Mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan 

penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan 

dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak 

dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan 

penyimpanan dokumen penagikan. 
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5.   Seksi Pemeriksaan 

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, melakukan pengawasan peIaksanaan aturan pemeriksaan, 

melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, 

melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala 

kantor. 

 

6.   Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

Mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, 

pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan, melakukan 

analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, melakukan 

pengamatan potensi pajak, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan 

objek pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam 

rangka pengawasan Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, 

melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan 

imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan produk.si alat keterangan 

hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan Wajib Pajak, melakukan 

pemutakhiran basis data Wajib Pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria 

tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari Kantor Pusat, melakukan 

pemutakhiran basis data nilai objek pajak, melakukan penyuluhan pajak, serta 

melakukan kegiatan penilaian. 
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7.   Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut 

pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan 

usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan 

pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak 

maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut perrmohonan pengurangan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

8.   Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target 

penerimaan pajak untuk Wajib Pajak Strategis, melakukan pendataan dan 

pemetaan Wajib Pajak Strategis dan objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Strategis. melakukan pengumpulan data 

pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan Wajib Pajak Strategis, 

melakukan analisis kinerja Wajib Pajak Strategis, melakukan pengawasan 

kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada 

Wajib Pajak Strategis, melakukan produksi alat keterangan hasil kegiatan 

pengawasan wajib Pajak Strategis, melakukan pemutakhiran basis data Wajib 

Pajak Strategis, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan 

tindak lanjut data yang üterima dari Kantor Pusat, serta melakukan pemutakhiran 

basis data nilai objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

wajib Pajak  di Strategis. 
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9.   Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV 

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau 

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan 

Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak 

secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan 

pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakukan pendataan dan pemetaan 

Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan 

rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan Wajib Pajak, melakukan analisis 

kinerja Wajib Pajak, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan 

serta melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan produksi 

alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan Wajib 

Pajak, melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak, melakukan pemeriksaan 

dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima dari Kantor 

Pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak. 

 

10.   Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 

masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak 

Berikut ini adalah Table Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor  

Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat untuk tahun 2019 dan 2020: 
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Table 4.1 

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 dan 2020 

Tahun Realisasi Penerimaan Target Penerimaan 

2019 286.483.217.889 312.592.954.894 

2020 314.129.373.884 355.969.896.057 
 

Sumberi: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat 

 

4.5 Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan 

4.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah 

perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan 

surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan 

asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua 

tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas 

penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut: 

Efektivitas : Jumlah Penagihan yang dibayar x 100% 

Jumlah Penagihan yang diterbitkan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, 

pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat 

Paksa. 

Tabel 4.2 

Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2019 dan 

2020 

Tahun SP Terbit SP Bayar 
Tingkat 

Efektivitas 

2019 6.048.066.0009 1.024.984.0006 16, 95% 

2020 4.052.325.9758 2.040.650.994 14, 52% 

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat 
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Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 

2019, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 

tercatat Rp.6.048.066.000 dan yang dibayar sebesar Rp. 1.024.984.000 atau 

sekitar 16,95%. Berdasarkan indicator pengukuran efektivitas penerbitan surat 

paksa tahun 2019 tergolong tidak efektif. 

Tahun 2020 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 

4.052.325.975 dan yang dibayar sebesar Rp.2.040.650.994 atau sekitar 14,52%. 

Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2020 

tergolong tidak efektif. 

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang 

diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, 

antara lain: 

1. Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak. 

2. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya. 

3. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena 

ikondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus. 

4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya 

5. Penanggung pajak lalai. 

 

4.5.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah  

perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan 

surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran , 

dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran 
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adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat 

ditagih. Efektivitas penyampaian Surat teguran dihitung dengan rumus berikut: 

Efektivitas : Jumlah Penagihan yang dibayar X 100% 

Jumlah Penagihan yang diterbitkan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, 

pembayaran Surat Teguran , dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat 

Teguran. 

Tabel 4.3 

Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Medan Barat  Tahun 2019 dan 

2020 

Tahun SP Terbit SP Bayar 
Tingkat 

Efektivitas 

2019 6.802.761.000 142.874.217 2, 10% 

2020 7.319.324.691 326.949.000 4, 46% 

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat 

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 

2019, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 

tercatat Rp.6.802.761.000 dan yang dibayar sebesar Rp.142.874.217 atau sekitar 

2,10%. Berdasarkan indicator pengukuran efektivitas penerbitan surat    teguran 

tahun 2019 tergolong tidak efektif. 

Tahun 2020 mengalami peningkatan penerbitan surat teguran sebanyak 

Rp. 7.319.324.691 dan yang dibayar sebesar Rp.326.949.000 atau sekitar 4,46%. 

Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan teguran paksa tahun 

2020 tergolong kurang efektif. 

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang 

diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, 

antara lain: 
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1. Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak. 

2. Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak. 

3. Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya. 

4. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan  pajaknya. 

5. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar 

sekaligus. 

 

4.6 Kontribusi Penagihan Pajak 

4.6.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap 

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat 

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal 

dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan 

analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat 

diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap 

penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak 

(RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut: 

RPTP : Penerimaan pajak tunggakan di KPP x 100% 

Penerimaan pajak di kpp medan barat 

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa 

dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat akan 

disajikan di tabel 5.7. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar 

pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa  terhadap 

penerimaan pajak secara keseluruhan. 
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Tabel 4.4 

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap 

Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Barat  Tahun 2019 dan 2020 

Tahun 
Pencairan Tunggakan 

Pajak 

Penerimaan 

Pajak 
Kontribusi 

2019 1.024.984.000 286.483.217.889 0,4% 

2020 2.040.650.994 14.129.373.84 0,7% 

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat 

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa 

terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2019 sebesar 

0,4%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar 

Rp.1.024.984.000, dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 286.483.217.889, 

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak 

terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang. 

Tahun 2019 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar                  

0,7%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp. 

2.040.650.994 dan penerimaan pajak sebesar Rp.314.129.373.884. Berdasarkan 

kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap 

penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang. 

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang 

diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, 

antara lain: 

1. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran  tunggakan pajak 

lewat usura paksa. 

2. Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan  tunggakan 

pajak lewat surat paksa. 

3.    Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak  pindah alamat 
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dan tidak melaporkan ke kantor pajak. 

 

4.6.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap 

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat 

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal 

dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan 

analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat 

diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap 

penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak 

(RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut: 

RPTP : Pencairan Tunggakan Pajak di KPP x 100% 

     Penerimaan Pajak di KPP 

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran 

dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat akan 

disajikan di tabel dibawah Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa 

besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran 

terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.  

Tabel 4.5 

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap 

Penerimaan Pajak KPP Medan Barat Tahun 2019 dan 2020 

Tahun 

Pencairan 

Tunggakani 

Pajak 

Penerimaan 

Pajak 
Kontribusi 

2019 142.874.217 286.483.217.889 0,5% 

2020 326.949.000 314.129.373.884 1,0% 

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat 

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran 

terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2019 sebesar 
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0,5%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar 

Rp.142.874.217 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.286.483.217. 889,  

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak 

terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang. 

Tahun 2020 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran 

terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat juga 

menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 yaitu hanya 

sekitar 1,0%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar 

Rp.326.949.000, dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 314.129.373.884,-. 

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak 

terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat juga tergolong  kurang 

baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%. 

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang 

diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, 

antara lain: 

1. Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan 

alamat wajib pajak yang di maksud. 

2. Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak 

lewat surat teguran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

IV,  maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang 

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat belum berjalan 

dengan baik dan penagihan pajak ini belum dapat meningkatkan 

penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran wajib 

pajak dalam membayar utang pajaknya dan banyaknya wajib pajak tidak 

yang mengakui adanya tunggakan pajak. 

2. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan surat teguran dan 

surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Medan Barat adalah karena masih rendahnya tingkat 

kesadaran wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya 

menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilunasi 

kepada negara dan banyaknya wajib pajak yang telah berpindah alamat 

tempat tinggal namun tidak melakukan perubahan data sehingga sulitnya 

jurusita dalam mencari wajib pajak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan 

surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran 

yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih 
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banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja 

keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat. 
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